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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PERANGKAT DAERAH  

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu 

wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan 

Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu 

periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 

2022dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. 

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.526.200.000,-

capaianinisuatuprestasiberturut-turutbagi Dinas 

KomunikasidanInformatikakarenasesuaipotensiriil dan melebihi target , jumlah target 

penerimaan Rp.537.951.200,- oleh timanggaran dan 

telahdisepakatiditurunkansesuaipotensiriil, makacapaian hanya102,23%. 

Realisasibelanjadantransfer pada Tahun Anggaran 2023adalah sebesar 

Rp.8.037.063.784,-atau mencapai  97,49% dari anggarannya. 

 

b. Laporan Neraca 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. 
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Jumlah aset per 31 Desember 2023  adalah sebesar Rp. 4.537.997.983,- yang terdiri dari 

aset lancar sebesar Rp. 0,-,investasi jangka panjang sebesar Rp 0,-, aset tetap sebesar Rp. 

4.537.997.983,-dana cadangan Rp 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 21.522.500,- 

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,- yang terdiri dari 

kewajiban jangka pendek sebesar Rp0-, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,- 

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.011.738.113,- 

 

c. LaporanOperasional 

LaporanOperasionalmenyajikaninformasimengenaipendapatan LO, beban, 

surplus/defisit. 

Pendapatan LO darikegiatanOperasional Rp. 537.951.200,-, Beban 

darikegiatanOperasional Rp.7.635.052.498,- dan surplus/defisitsebesar 

Rp.7.369.966.557,- 

d. LaporanPerubahanEkuitas 

LaporanPerubahanEkuitasmenyajikaninformasimengenaiEkuitasawal, Surplus/Defisit 

LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir. 

Ekuitasawalsebesar Rp. 7.246.908.296,00 Surplus/Defisit Rp. 0,-dan Ekuitasakhirsebesar 

Rp. 7.246.908.296,00 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos 

laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai 

dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan 

informasi tambahan yang diperlukan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui 

berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas 

Daerah. 

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis 

akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa 
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memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas 

Daerah. 

Dalam PenyajianLaporanOperasioanal, pendapatan dan bebandiakuiberdasarkan basis 

akrual, yaitupada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas 

Daerah. 

1.2. LandasanHukumPenyusunanLaporanKeuanganPemerintahDaerah 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukanPeraturanPerundang-

undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, 

TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4389) 

4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaan dan 

TanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 

Nomor 66, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4400); 

5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

PerencanaanPembangunanNasional  (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 

Nomor 104, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4421); 

6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 

tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusat dan PemerintahanDaerah  

(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran 

Negara RepublikIndonesiaNomor 4438); 

7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-

UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangperubahankedua Atas Undang-UndangNomor 23 

Tahun 2014 tentangPemerintahdaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 5679); 

8. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah 

(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran 

Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 

9. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan dan 

KinerjaInstansiPemerintah  (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 25, 

TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4614); 

10. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010tentangStandarAkuntansiPemerintahan 

(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 123); 

11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 

tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah, 

sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagriNomor 59 Tahun2007; 

12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 64 Tahun 

2014tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahanBerbasisAkrual Pada 

PemerintahDaerah; 

13. PeraturanDaerahKabupatenPesisirSelatanNomor 23Tahun 2008 tentangPokok-

PokokPengelolaanKeuanganDaerahKabupatenPesisirSelatan 

(LembaranDaerahKabupatenPesisirSelatanTahun 2005 Nomor 3/E); 

14. PeraturanBupatiPesisirSelatanNomor 20 Tahun 

2014tentangKebijakanAkuntansiPemerintahKabupatenPesisirSelatan(BeritaDaerahKabu

patenPesisirSelatanTahun 2010 Nomor 20/E); 

15. PeraturanBupatiPesisirSelatanNomor 46 Tahun 2014 tentang  

SistemAkuntansiPemerintahKabupatenPesisirSelatan 

(BeritaDaerahKabupatenPesisirSelatanTahun 2010 Nomor 46/E); 
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16. PeraturanBupatiPesisirSelatanNomor 30 Tahun 2015 

tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiNomor 20 Tahun 2014 

TentangKebijakanAkuntansiPemerintahKabupatenPesisirSelatan 

(BeritaDaerahKabupatenPesisirSelatanTahun 2015 Nomor 30/E); 

17. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 

tentangAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesisir Selatan 

TahunAnggaran 2023; 

18. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 

tentangPenjabaranAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesisir Selatan 

TahunAnggaran 2023. 

 

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan 

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:  

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 

c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan 

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi 

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya;. 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; 

f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan 

dalam lembar muka laporan keuangan. 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA APBD 

 

2.1 Ekonomi Makro 

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi 

oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan 

tingkat inflasi. 

 

2.2 KebijakanKeuangan 

Kebijakankeuanganpemerintah daerah, dalam hal ini di Perangkat Daerah Kabupaten 

PesisirSelatan,mencakup aspek kebijakandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah 

melakukan pengeluaran  antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar 

masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang 

mengarah pada efisiensi dan efektivitas. 

 

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja 

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023, Perangkat Daerah Dinas Komunikasi 

dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatan mempunyai 5 (lima) program dalam urusan 

penunjangpemerintahan,urusankomunikasi dan informasi,urusanstatistik dan 

urusanpersandian, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan  

dan sub kegiatanyang mengikutinya. 

Program-program APBD Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan 

InformatikaKabupatenPesisir Selatanyang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 

1. Program pelayanan PenunjangUrusan Daerah Kabupaten/Kota; 

2. Program Informasi dan Komunikasi PublikPemerintahan; 

3. Program AplikasiInformatika; 

4. ProgramPenyelenggaraanStatistikSektoral; 

5. Program PenyelenggaraanPersandianUntukPengamananInformasi; 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

SKPD Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatanmemperoleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp. 

8.604.189.151,00 yang terdiri dari: 

No Uraian Anggaran (Rp.) 

1. Belanja Operasional 8.024.843.095,00 

2. Belanja Modal  579.346.056,00 

 Surplus/(Defisit)  (8.204.189.151,00) 

 

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan 

InformatikaKabupatenPesisir 

SelatanberdasarkankepadaDokumenPelaksanaanPerubahanAnggaranSatuanKerjaPerangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir SelatanTahunAnggaran2023 sebesarRp.8.604.189.151,00, 

terdiridariAnggaranBelanjasebesar Rp.8.604.189.151,00 

Realisasi capaian target kinerja keuangan secara rincisebagaiberikut : 

 

No Uraian 
Anggaran 

Rp 

Realisasi 

Rp 
% 

1 2 3 4 5=(4/3x100) 

1. Belanja 8.604.189.095,00 8.344.919.111,00  96,99 

  - Belanja Operasional 8.024.843.095,00 7.793.189.111,00  97,11 

  - Belanja Modal 579.346.056,00 551.730.000,00 95,23 

  Surplus/(Defisit) (8.204.189.151,00) (7.939.459.111,00) 96,77 

 

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

3.1.1. Belanja Daerah 



12 

 

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2023  sebesar Rp.8.344.919.111,00  tidak 

dapat diserap sebesar Rp.259.270.040,00 atau 3,11 persen yang dirinci dalam 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

NO NAMA SUB KEGIATAN 
ANGGARAN 

REALISASI % 
1 TAHUN 

 1 2 3 4 

1 PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN 3.413.330.498,00 3.303.417.559,00 96,78 

2 PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat 

Daerah 
97.719.558,00 97.496.950,00 100 

3 Penyediaan AdministrasiPelaksanaanTugas 

ASN 

87.849.183,00 

 

87.617.871,00 

 

99,74 

 

4 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
6.349.533,00 6.349.000,00 100 

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
78.751.832,00 78.531.000,00 100 

6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.204.194,00 12.090.487,00 99,07 

7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 18.084.506,00 18.076.750,00 99,96 

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 
5.400.000,00 5.040.000,00 93,33 

9 FasilitasKunjungan Tamu 6.160.000,00 6.150.600,00 100 

10 PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
204.861.700,00 204.394.768,00 100 

11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Airdan Listrik 
152.583.600,00 152.501.254,00 99,95 

12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.422.817,00 70.407.214,00 99,98 

13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

BiayaPemeliharaan, dan 

PajakKendaraanPerorangan Dinas 

atauKendaraanDinas Jabatan 

57.910.000,00 57.740.400,00 99,71 

14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

BiayaPemeliharaan, Pajak dan 

PerizinanKendaraan Dinas 

OperasionalatauLapangan 

74.261.404,00 73.728.105,00 99,28 

15 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya 27.900.000,00 27.884.000,00 99,94 

16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

BangunanLainnya 
60.002.000,00 59.779.000,00 99,63 

17 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 193.369.309,00 186.454.872,00 96,44 

18 PelayananInformasi Publik 240.744.729,00 210.702.393,00 87,52 

19 PenyelenggaraanHubungan Masyarakat, 

Media dan KemitraanKomunitas 
648.103.944,00 480.574.094,00 74,15 

20 Penatalaksanaan dan PengawasanE-

Government 

dalamPenyelenggaraanPemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

181.685.830,00 179.401.396,00 98,74 

21 PengembanganAplikasi dan Proses 

BisnisPemerintahanBerbasisElektronik 
284.351.551,00 281.920.301,00 99,14 

22 Pengembangan dan PengelolaanSumber Daya 

TeknologiInformasi dan 

KomunikasiPemerintah Daerah 

2.026.747.684,00 2.021.591.538,00 100 

23 Koordinasi dan 61.371.244,00 60.683.850,00 98,88 
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NO NAMA SUB KEGIATAN 
ANGGARAN 

REALISASI % 
1 TAHUN 

SinkronisasiPengumpulan,Pengolahan,Analisi

s dan Diseminasi Data StatistikSektoral 

24 PeningkatanKapasitas SDM Pemerintah 

Daerah dalamPeningkatan Mutu Statistik 

Daerah yang Terintegrasi 

82.795.752,00 77.292,320,00 93,35 

25 PelaksanaanKeamananInformasiPemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota BerbasisElektronik 

dan Non Elektronik 

68.291.650,00 68.112.035,00 99,74 

 Total 8.161.252.518,00 7.750.645.437,00 94,97 

 

3.2 Hambatan dan Kendala 

 Secaraumumtidakadakendala yang berarti. Namundarisisirencanakerjaawaladacapaian-

capaian yang telahdirencanakantidaktercapaiterkaitrealisasianggarantidak 100% adanya 

efisiensi anggaran. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan 

pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan 

ini, entitas akuntansinya adalah Perangkat Daerah. 

 

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk 

pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana. 

 

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 

a. Pendapatan-LRA 

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 

hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas 

akuntansi/pelaporan 

b. Belanja-LRA 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas 

akuntansi/pelaporan. 

c. Pembiayaan 
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Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun 

pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam 

penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau 

memanfaatkan surplus anggaran.  

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan 

dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 

dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. 

d. Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam 

pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar 

laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak 

kepemilikan berpindah. 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. 

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut. 

1) Persediaan 

Persediaan  disajikan sebesar: 

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan 

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 

persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya 

perolehan.  Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan 

persediaan yang terakhir diperoleh. 

b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar 

persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang 

diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara 

sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. 

c) Nilaiwajar, apabila diperolehdengan cara lainnyasepertidonasi/rampasan. 

2) Investasi 

Investasiadalahaset yang dimaksudkanuntukmemperolehmanfaatekonomiseperti 

bunga, deviden dan royalti, ataumanfaatsosial, 

sehinggadapatmeningkatkankemampuanpemerintahdalamrangkapelayanankepad

amasyarakat. 

Investasijangkapendekdalambentuksuratberharga, 

investasijangkapanjangbaikpermanenmaupunnonpermanendicatatsebesarbiayape

rolehan. Untuksuratberhargatanpabiayaperolehan, 

makainvestasidinilaiberdasarkannilaiwajarinvestasi pada tanggalperolehannya, 
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yaitusebesarharga pasar.  Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat 

sebesar nilai nominalnya. 

3) Tanah 

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga 

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya 

lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga 

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika 

bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. 

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada 

saat perolehan. 

4) Gedungdan Bangunan 

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada 

saat perolehan.   

Biaya  perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut. 

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi 

nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa 

konsultan. 

5) Peralatan dan Mesin 

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang 

telah dilakukan untuk  memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap 

pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian 

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya 

langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan 

mesin tersebut siap digunakan. 

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi 

nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 

konsultan. 

Biaya  perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 
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6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan  menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. 

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain 

yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.   

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak 

meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, 

biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. 

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara 

swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya 

bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, 

biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 

7) Aset Tetap Lainnya 

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi 

pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya  

perizinan. 

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi 

biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan 

jasa konsultan 

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar  biaya perolehan. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: 

a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang 

mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; 

pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi 

konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan 

bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. 

b) Biaya yang dapat diditribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya 

rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan 

dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan 

untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: 

 Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan 

tingkat penyelesaian pekerjaan; 

 Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan 

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 
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e. Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu.  Kewajiban 

diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan 

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai 

yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi 

pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan 

perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan 

menyesuaikan nilai tercatat  kewajiban tersebut. 

f. Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan 

utang pemerintah.  

g. Pendapatan LO 

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. 

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis 

akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan. 

h. Beban  

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan 

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh 

entitas akuntansi/pelaporan. 

 

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir 

Selatan Nomor  30 Tahun 2023tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023. 

. 

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 

2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan 

 

 

 



19 

 

BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

a. Aset 3.631.956.357,00  3.595.306.357,00 

Saldo Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 

Desember2022sebesar Rp. 7.723.533.662,00denganrinciansebagaiberikut. 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) 

(1) Aset Lancar 0,00 0,00 

(2) Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00 

(3) Aset Tetap 3.631.081.357,00 3.594.431.357,00 

(4) Dana Cadangan 0,00 0,00 

(5) Aset Lainnya 0,00 0,00 

Jumlah Aset 3.631.081.357,00 3.594.431.357,00 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

  31 Desember 2022 

(Rp) 

1) Aset Lancar 
 

0,00 

   

0,00 

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatanper 

31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut. 

No Uraian 
Tahun 2023 

(Rp) 

Tahun 2022 

(Rp) 

(a) Kas 0,00 0,00 

(b) Piutang Retribusi 0,00 0,00 

(c) Piutang lain-lain 0,00 0,00 

(d) Persediaan 0,00 0,00 

Jumlah 0,00 0,00 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

 (Rp) 

(a) Kas 0,00  0,00 

Saldo Kas Dinas Komunikasi dan Informatika  Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan per 31 Desember 2023sebesar Rp0,00 terdiri atas: 
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No Uraian 
Tahun 2023 

(Rp.) 

Tahun 2022 

(Rp.) 

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 

(2) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 

Jumlah 0,00 0,00 

 

 
31 Desember2023 

(Rp) 

 31 Desember2022 

 (Rp) 

(b) PiutangRetribusi 
 

0,00 

  

0,00 

Saldo PiutangRetribusiDinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir 

Selatan per tanggal31 Desember2023 sebesar Rp. 0,00 

denganrinciansebagaiberikut. 

No Jenis Nilai (Rp) 

1 PiutangRetribusi        0,00  

Jumlah 0,00  

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

(c) Piutang lain-lain 
 

0,00 

  

0,00 

Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi dan InfomatikaKabupaten Pesisir 

Selatanper tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari: 

No  Jenis   Nilai (Rp) 

1  0,00  

Jumlah 0,00  

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

 (Rp) 

(d) Persediaan 0,00  0,00 

Saldo akuninimenggambarkanjumlahpersediaanbarang yang masihberadadi 

DinasKomunikasi dan InformatikaKabupatenPesisir Selatan yang 

mempunyaisifathabispakai dan 

diperolehdenganmaksuduntukmendukungkegiatanoperasionalSKPD Dinas 

Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo 

persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2023  sebesar  

Rp.0, dengan rincian sebagai berikut. 

NO URAIAN NILAI (Rp.) 
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NO URAIAN NILAI (Rp.) 

(1) Alat Tulis Kantor (ATK) 0,00 

(2) Perangko, materai, dan benda pos lainnya 0,00 

(3) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 

(4) Bahan Cetak 0,00 

(5)  0,00 

  Jumlah 0,00 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

2) Investasi Jangka Panjang 
 

0,00 

  

0,00 

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 sebesar nihil. 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

3) Aset Tetap 3.631.081.357,00 
  

3.594.431.357,00 

Komposisi dan nilai saldo Aset TetapSKPD Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir 

Selatanper 31 Desember 2021  sebesar Rp3.963.103.149,00dan per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp.4.537.997.983,00dengan rincian sebagai berikut. 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) 

(a) Tanah 128.456.000,00 128.456.000,00 

(b) Peralatan dan Mesin 6.474.496.698,00 6.437.846.698,00 

(c) Gedung dan Bangunan 1.276.986.833,00 1.276.986.833,00 

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.982.803.289,00 1.982.803.289,00 

(e) Aset Tetap Lainnya 21.522.500,00 21.522.500,00 

(f) KontruksidalamPengerjaan 0,00 0,00 

(g) AkumulasiPenyusutan (6.253.183.963,00) (6.253.183.963,00) 

Jumlah Aset 3.631.956.355,00 3.594.431.357,00 

SedangkanmutasipenambahandalamTahunAnggaran2023sebesar  Rp. 

0,00diperolehdarijumlah total asettahun2022 yang dikurangidenganjumlah total 

asettahun 2023 (Rp. 0,00-Rp0,00)dapatdijelaskansebagaiberikut. 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

(a) Tanah 128.456.000,00  128.456.000,00 
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Saldo TanahDinas Komunikasi dan InfomatikaKabupatenPesisirSelatanper31 

Desember2023sebesar Rp. 128.456.000,00 denganperinciansebagaiberikut. 

Saldo Awal Per 1 Januari 2023  128.456.000,00  

Penambahan Aset Tetap Tanah    

 BelanjaPegawai     

 Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 Belanja Modal     

 Hibah     

 Mutasi   0  

 Reklasifikasi     

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan   0  

Pengurangan Aset Tetap Tanah    

 Penghapusan (…………………)    

 Mutasi (………………..)    

 Hibah (…………………)    

 Reklasifikasi (…………………)    

 Koreksi (…………………) +   

 JumlahPengurangan   (0,00) + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2023  0,00  

Rincianperolehan asset tetaptanahdapatdilihat pada Lampiran 3Mutasi Aset 

Tetap Tanah per 31 Desember2023 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

(b) Peralatan dan Mesin 6.474.496.698,00  6.437.846.698,00  
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Saldo peralatan dan mesinDinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir 

Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.    6.474.496.698,00dengan perincian 

sebagai berikut.Rinciandapatdilihat pada lampiranmutasi asset tetap2023 

 

Saldo Awal Per 1 Januari 2022  6.437.846.698,00  

PenambahanPeralatan dan Mesin    

 BelanjaPegawai     

 Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 Belanja Modal 174.581.000,00    

 Hibah     

 Mutasi 0,00    

 Reklasifikasi 0,00    

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan   174.581.000,00  

PenguranganPeralatan dan Mesin    

 Penghapusan (0,00)    

 Mutasi 0,00    

 Hibah     

 Reklasifikasi (000)    

 Koreksi (ekstrakom) (0,00) +   

 JumlahPengurangan   0 + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2023  6.612.427.698,00  

Rincianperolehan asset tetaptanahdapatdilihat pada Lampiran 8 Mutasi Aset 

Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember2023 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 

(c) Gedung dan Bangunan 1.276.986.833,00  1.276.986.833,00 
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Saldo gedung dan bangunanDinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten 

Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1,276.986.833,00 dengan 

perincian sebagai berikut. 

Saldo Awal Per 1 Januari 2023  1.276.986.833,00  

Penambahan Gedung dan Bangunan    

 BelanjaPegawai     

 Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 Belanja Modal 0,00    

 Hibah     

 Mutasi 0,00    

 Reklasifikasi 0,00    

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan   1.276.986.833,00  

Pengurangan Gedung dan Bangunan    

 Penghapusan     

 Mutasi 0,00    

 Hibah     

 Reklasifikasi (0,00)    

 Koreksi (…………………) +   

 JumlahPengurangan   (0,00) + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2023  1.276.986.833,00  

Rincianperolehan asset tetapgedung dan bangunandapatdilihat pada Lampiran 9 

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember2023 

 

 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 
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(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.982.803.289,00  1.982.803.289,00  

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Komunikasi dan 

InformatikaKabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023sebesar Rp. 

1.982.803.289,00 dengan perincian sebagai berikut. 

Saldo Awal Per 1 Januari 2023  1.982.803.289,00  

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi    

 BelanjaPegawai     

 Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 Belanja Modal 0,00    

 Hibah     

 Mutasi 0,00    

 Reklasifikasi     

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan     1.982.803.289,00    

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi    

 Penghapusan (…………………)    

 Mutasi (………………….)    

 Hibah (…………………)    

 Reklasifikasi (…………………)    

 Koreksi (…………………) +   

 JumlahPengurangan    + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2022  1.982.803.289,00  

Rincianperolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasidapatdilihat pada 

Lampiran 10 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 

Desember2023 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 
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(e) Aset Tetap Lainnya 21.522.500,00  21.522.500,00 

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir 

Selatan  per 31 Desember 2023sebesar Rp. 21.522.500,00 dengan perincian 

sebagai berikut. 

 

Saldo Awal Per 1 Januari 2023  21.522.500,00  

Penambahan Aset Tetap Lainnya    

 BelanjaPegawai     

 Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 Belanja Modal     

 Hibah     

 Mutasi     

 Reklasifikasi     

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan     

Pengurangan Aset Tetap Lainnya    

 Penghapusan (…………………)    

 Mutasi (…………………)    

 Hibah (…………………)    

 Reklasifikasi (…………………)    

 Koreksi (…………………) +   

 JumlahPengurangan   (…………………) + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2023  21.522.5000,00  

Rincianperolehan asset tetaplainnyadapatdilihat pada Lampiran 11 Mutasi Aset 

Tetap Lainnya per 31 Desember2023 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 
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(f) Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00  0,00 

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 

2022sebesar Rp. 0,00. 

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 nihil 

 

 

 

31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 

(g) Akumulasi Penyusutan 
0,00  0,00 

Akumulasipenyusutan per 31 Desember2023sebesar Rp 0,00,-

denganrinciansebagaiberikut: 

NO Akun 31 Desember 2023 31 Desember 2022 

1 Peralatan Dan Mesin 0,00 0,00 

3 Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 

2 Jalan, Jaringan dan Irigasin 0,00 0,00 

 JUMLAH 0,00 0,00 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

4) Dana Cadangan 
 

0,00 

  

0,00 

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember2022sebesar Rp0,00 ( nihil). 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 
 31 Desember 2022 

(Rp) 

5) Aset Lainnya 
 

0,00 
  

0,00 

Aset lainnyamerupakanaset yang tidakmasukdalamklasifikasiasetlancar, 

investasijangkapanjang, asettetap dan dana cadangan. Saldo asetlainnyaper31 

Desember 2022sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan 

rincian sebagai berikut. 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) 

(a) Aset Tak berwujud 0,00 0,00 

(b) Aset Lain-lain 0,00 0,00 

Jumlah Aset 0,00 0,00 
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SedangkanmutasipenambahandalamTahunAnggaran2022sebesarRp. 

0,00diperolehdarijumlah total asettahun2023 yang dikurangidenganjumlah total 

asettahun2023(Rp0,00-Rp0,00)dapatdijelaskansebagaiberikut. 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 

(a) Aset Tak Berwujud 0,00  0,00 

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00merupakan 

software denganperinciansebagaiberikut. 

Saldo Awal Per 1 Januari 2023  0,00  

Penambahan Aset Tak Berwujud    

 
BelanjaPegawai     

 
Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 
Belanja Modal 0,00    

 
Hibah     

 
Mutasi     

 Reklasifikasi     

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan   0,00  

Pengurangan Aset Tak Berwujud    

 Penghapusan (…………………)    

 Mutasi (…………………)    

 Hibah (…………………)    

 Reklasifikasi (…………………)    

 Koreksi (…………………) +   

 JumlahPengurangan   (0) + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2021  0,00  

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember  2022 

(Rp) 

(b) Aset Lain-lain 0,00  0,00 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember2023sebesar Rp0,00,  terdiridariAset 

Tetap yang rusaksebesarRp. 0.00,  Aset Tetap yang 
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telahdihibahkankepadamasyarakatnamunbelumdihapusbukukansebesar Rp0.00, 

,denganperincianmutasisebagaiberikut. 

Saldo Awal Per 1 Januari 2023  0,00  

Penambahan Aset Lain-Lain    

 BelanjaPegawai     

 Belanja Barang dan 

Jasa 

    

 Belanja Modal     

 Hibah     

 Mutasi     

 Reklasifikasi     

 Koreksi  +   

 Jumlahpenambahan   0  

Pengurangan Aset Lain-lain    

 Penghapusan (…………………)    

 Mutasi (…………………)    

 Hibah (…………………)    

 Reklasifikasi (…………………)    

 Koreksi (…………………) +   

 JumlahPengurangan   (0) + 

Saldo Akhir Per 31 Desember2023  0,00  

 

Rinciansaldo asset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagaiberikut:  

Nomor Aset Rusak Hibah 

1 Alat penyimpanan perlengkapan 

kantor 

0,00  

2 Alat kantor lainnya 0,00  

3 Mobiler 0,00  
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4 Alat rumah tangga lainnya 0,00  

5 Personal Komputer 0,00  

6 Peralatan Komputer Mainframe 0,00  

7 Peralatan Personal Komputer 0,00  

8 Peralatan Studio Visual 0,00  

9 Peralatan Studio video dan film 0,00  

Jumlah 0,00 0,00 

 

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2023v terdapat aset tetap 

dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal 

kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongan dalam 

daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra 

Komptabel)dengan rincian sebagai berikut: 

Nomor Aset Jumlah Unit Rupiah 

1 Alat rumah tangga lainnya 0 0,00 

Jumlah 0 0,00 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

b. Kewajiban 0,00  0,00 

Saldo KewajibanDinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatanper 31 

Desember2023adalahsebesar Rp 0,00 denganrinciansebagaiberikut 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

1) Kewajiban Jangka Pendek 16.156.206,00  0,00 

Akun inimenggambarkanjumlahkewajibanDinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten 

Pesisir Selatan. yang akanjatuh tempo dalamwaktukurangdarisatutahun. Kewajiban Jangka 

Pendek per tanggal31 Desember2022sebesar Rp. 0,00dan 31 Desember2023sebesar 

Rp16.156.206,00. Jumlah utang jangkapendektersebutmerupakanutang perhitungan fihak 

ketiga (PFK) dan utangjangkapendeklainnyadenganrinciansebagaiberikut : 

No Uraian  Nilai (Rp) 

(a) Utang beban 16.156.206,00 

(b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan 0,00 

Jumlah Hutang 16.156.206,00 

 



31 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

2) Kewajiban Jangka Panjang 0,00  0,00 

Saldo kewajibanjangkapanjang per 31 Desember2023nihilRp.0,00. 

 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

c. Ekuitas Dana 0,00  0,00 

Akun inimenggambarkanjumlahkekayaanbersihPerangkatDaerah sebesar Rp 0,00 

 

 

 

 

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

a. Pendapatan 537.951.200,00  405.460.000,00 

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten 

Pesisir Selatandalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. 

Pendapatan Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir SelatanAnggaran 

dan realisasi dalam Tahun Anggaran2023  serta realisasi Tahun Anggaran2023, adalah  

nihil 

No Pendapatan Daerah  Anggaran2023(Rp) 
Realisasi (Rp) 

2023 2022 

(1) Pendapatan Asli Daerah  537.951.200,00 405.460.000,00 

 - Pajakkendaraanbermotor   0,00 

 - Retribusi Menara  526.200.000,00 404.260.000,00 

 - Retribusi  Pemakaian 

Kekayaan Daerah 
 1.200.000,00 1.200.000,00 

(2) Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 
  0,00 

Jumlah  537.951.200,00 405.460.000,00 

 

  31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

b. Belanja 8.161.252,498,00 7.798.855.350,00 
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BelanjameliputiBelanjaOperasi, Belanja Modal, dan BelanjaTidakTerduga. 

Dalamtahun2023Dinas Komunikasi dan 

InformatikaKabupatenPesisirSelatantersebutmerupakanpenggunaanggaran. 

Anggaran dan realisasibelanjadaerahtahun2023sebagaiberikut. 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

1) Belanja Operasi 
7.907.937.757,00   

6.627.687.542,00 

BelanjaOperasiDinasKomunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir 

SelatanmeliputiBelanjaPegawai, Belanja Barang dan Jasa, 

denganrealisasitahun2023Rp6.627.687.542,00dengan rincian sebagaiberikut. 

No 

 

BelanjaOperasi 
Anggaran 2023 (Rp) 

Realisasi (Rp) 

2023 2022 

(a) BelanjaPegawai 3.560660.498,00 3.448947.558,00 3.593.527.920,00 

(b) Belanja Barang dan 

Jasa 4.425.090.168,00 4.284.408.198,00 4.199.661.191,00 

Jumlah 8.161.252.498,00 7.907.937.757,00            6.627.687.542,00 

  

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 
31 Desember 2022 

2) Belanja Modal 
 

174.581.000,00 

  

551.730.000,00 

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 

meliputiBelanja Tanah, BelanjaPeralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan 

Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, sertaBelanja Aset Tetap 

Lainnyadenganrealisasitahun2023 Rp.,00denganrinciansebagaiberikut. 

No Belanja Modal Anggaran2023(Rp) 

Realisasi (Rp) 

2023 2022 

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah       

 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00  0,00  0,00  

 Jumlah 1 0,00  0,00  0,00  

2. Belanja Modal PengadaanPeralatan dan 

Mesin 174.581.000,00  174.581.000,00    

 Belanja Modal PengadaanAlat Kantor lainnya 00,00  0,00  0,00  

 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 57.731.000,00 57.731.000,00 0,00 

 Belanja Modal PengadaanKomputer 117.760.080,00  116.850.000,00  551.730.000,00 

 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 0,00 

 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 
0,00 0,00  0,00  

 Belanja Modal PengadaanPeralatanPemancar 0,00  0,00  0,00  
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No Belanja Modal Anggaran2023(Rp) 

Realisasi (Rp) 

2023 2022 

 Belanja Modal PengadaanJaringan Listrik 0,00  0,00  0,00  

 Jumlah 2 0,00 0,00 0,00 

3. Belanja Modal PengadaanBangunan dan 

Gedung       

 
Belanja Modal PengadaanBangunan Gudang 0,00  0,00  0,00  

 Jumlah 3 0,00  0,00  0,00  

4. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan       

 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00  0,00  0,00  

 Jumlah 4 0,00  0,00  0,00  

5. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap 

Lainnya       

 Belanja Modal Software 0,00  0,00  0,00  

 Jumlah (5) 0,00  0,00  0,00  

 Total Belanja Modal  175.501.832,00 174.581.000,00 551.730.000,00 

Jumlahtersebuttermasuk: 

RealisasiBelanja Modal Rp. 174.581.000,00berasaldariBelanjayang terdiridari(Ex :BelanjaModal 

PengadaanKomputerRp116.850.000,00dan  Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga RP. 

57.731.000,00); 

 

3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL 

 
31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

a. Pendapatan LO 537.951.200,00  405.460.000,00 

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak  dan telah diklasifikasikan menurut asal 

dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-

lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan sebagai berikut, adalah 

nihilsebagai berikut. 

No Pendapatan Daerah  2023 (Rp) 

 

2022 (Rp) 

(1) Pendapatan Asli Daerah 537.951.200,00 405.460.000,00 

 - Pajak    

 - Retribusi  536.751.200,00 404.260.000,00 

    

(2) 
Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 
1.200.000,00 1.200.000,00 
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Jumlah 537.951.200,00 389.210.000,00 

   

 

 

  

31 Desember 2023 

(Rp) 

 31 Desember 2022 

(Rp) 

 

b. Beban 7.733.356.757,00 7.785.919.111,00 

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah  sudah benar-benar dimanfaatkan dan 

terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2023,sebagai berikut. 

1) Beban Pegawai 

Beban Pegawaimerupakansaldo Beban Pegawaiperiode 1 Januari 2023sampaidengan 31 

Desember 2023 yang terealisasisebesar Rp 7.733.356.757,00 

 

Sedangkan Beban Pegawaimenurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

Tabel 

No. Rincian Beban Pegawai Realisasi (Tahun 2023) 

1. Beban Gaji dan Tunjangan– LO 2.264.664.711,00 

2. Beban TambahanPenghasilan PNS – LO 1.017.752.848,00 

3. Beban PenerimaanLainnyapimpinan dan anggota DPRD 

serta KDH dan WKDH - LO  

0,00 

4. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO 0,00 

5. InsentifPemungutan Pajak Daerah 0,00 

6. InsentifPemungutanRetribusi Daerah 0,00 

7. Uang Lembur– LO 0,00 

Jumlah Total 3.282.417.559,00 

 

2) Beban Barangdan Jasa 

BebanBarangdan Jasa merupakansaldo Beban Barang dan Jasaperiode 1 Januari 

2023sampaidengan 31Desember 2023 sebesar Rp. 4.216.589.772,00 

SedangkanBebanBarang dan Jasamenurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

Tabel 

No. Rincian Beban Barang dan Jasa Realisasi (Tahun2023) 

1. Beban Persediaan Bahan Habis Pakai 241.823.244,00 

2. Beban Persediaan Bahan/Material 0,00 

3. Beban Makanan dan Minuman 96.209.500,00 

4. Beban Jasa Kantor 2.771.078.250,00 

5. Beban PerawatanKendaraanBermotor 58.294.005,00 

6. Beban Cetak dan Penggandaan 75.851.827,00 

7. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 

8. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 

9. Beban Sewa  Peralatan dan Mesin 83.665.000,00 

10. Beban Perjalanan Dinas 712.931.768,00 
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11. Beban Pemeliharaan 409.663.207,00 

12. Beban PihakKetiga 0,00 

13. Beban Uang untukdiberikakepadaPihakKetiga/masyarakat 27.000.000,00 

14. Beban Honorarium PNS – LO 145.530.000,00 

15. Beban Honorarium Non PNS- LO 0,00 

Jumlah Total 4.622.046.801,00 

 

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar 

pemakaian persediaan (use of goods). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran 

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per 

unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama. 

3) Beban Hibah 

BebanHibahmerupakan  Beban Hibah periode 1 Januari 2023sampai dengan 31 

Desember 2023yang terealisasisebesar Rp 0,00 

Sedangkan Beban Hibah menurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

 

Tabel 

No. Rincian Beban Hibah Realisasi (Tahun 2023) 

1. Beban Hibah kepadaPemerintah 0,00 

2. Beban Hibah kepadaPemerintah Daerah Lainnya 0,00 

3. Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 0,00 

4. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0,00 

5. Beban Hibah kepadaOrganisasiKemasyarakatan 0,00 

6. Beban Hibah Dana BOS untukSatuan Pendidikan Dasar 0,00 

Jumlah Total 0,00 

 

4) Beban BantuanSosial 

Beban BantuanSosial merupakan  Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai 

dengan 31 Desember 2023 yangterealisasisebesar Rp 0,00 

Sedangkan Beban BantuanSosialmenurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

Tabel 

No. Rincian Beban BantuanSosial Realisasi (Tahun 2023) 

1. Beban 

BantuanSosialkepadaOrganisasiSosialKemasyarakatan 

0,00 

2. Beban BantuanSosialkepada Masyarakat 0,00 

Jumlah Total 0,00 

5) Beban Penyusutan 

Beban Penyusutanadalah Beban Penyusutan yang berasaldariBelanja Modal 

Perolehansebelumtahunanggaran 2023, sedangkanbelanja modal tahun 

2023telahdilakukanpenyusutanpadaposisi per 31 Desember 2023. 
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Sedangkan Beban Penyusutanmenurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

 

Tabel 

No. Rincian Beban Penyusutan Realisasi (Tahun 2023) 

1. Beban PenyusutanPeralatan dan Mesin 0,00 

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0,00 

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 

Jumlah Total 0,00 

 

6) Beban PenyisihanPiutang 

Beban Penyisihan Piutang merupakan  Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 

sampai dengan 31 Desember 2023yang terealisasisebesar Rp 0,00 

Sedangkan Beban PenyisihanPiutangmenurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

Tabel 

No. Rincian Beban PenyisihanPiutang Realisasi (Tahun 2023) 

1. Beban PenyisihanPiutangPendapatan 0,00 

2. Beban PenyisihanPiutangLainnya 0,00 

Jumlah Total 0,00 

  

 

7) Beban Lain-lain 

Beban Lain-lain merupakan  Beban Lain-lain periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 

Desember 2023yang terealisasisebesar Rp 0,00 

Sedangkan Beban Lain-lain menurutjenisnyadapatdirincisebagaiberikut. 

 

Tabel 

No. Rincian Beban Lain-lain Realisasi (Tahun 2021) 

1. Beban Penurunan Nilai Investasi 0,00 

2. Beban PenyisihanDana Bergulir 0,00 

3. Beban Lain-lain  

Jumlah Total 0,00 

  

c. Surplus/DefisitdariOperasi 

Surplus/DefisitdariOperasimerupakanadalahselisihantarapendapatan-LO dan 

bebanselamasatuperiodepelaporandarikegiatanoperasi. Surplus/DefisitdariOperasiselama 

periode 1 Januari 2023sampai dengan 31 Desember 2023sebesar Rp (7.380.459.111,00) 

 

d. Surplus/DefisitdariKegiatan Non Operasional 
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Realisasi Surplus/DefisitdariKegiatan Non Operasional pada tahun2023sebesar 

Rp7.380.459.111,00 

 

e. Surplus/Defisit - LO  

Surplus/Defisit - LO merupakanadalahselisihantarapendapatan-LO dan 

bebanselamasatuperiodepelaporansetelahdiperhitungkan surplus/defisitdarikegiatan non 

operasional dan pos luarbiasa. Surplus/Defisit pada LaporanOperasional per 31 Desember 

2023surplus sebesarRp(7.380.459.111,00) 

 

 

4. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional 

dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun 

pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan. 

a. Saldo awal ekuitas tahun 2022sebesar Rp 8.011.738.113,00 

b. Surplus/defisit – LO sebesar Rp(7.380.459.111,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional 

(basis akrual)  yang menambah nilai ekuitas Tahun 2020 

c. KoreksiEkuitassebesar Rp0,00denganrincian : pembelian/reklasifikasi ke aset pompa 

(ekstrakomptabel) 

d. Ekiutasakhirsebesar Rp (8.011.738.113,00) 
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BAB VI 

PENJELASAN TAMBAHAN 

 

Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenPesisirSelatan padapenyusunanLaporan 

Keuangan 2022 denganmemperhatikanhal-halsebagaiberikut: 

1. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2023(setelah Audit). 

2. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023. 

3. Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2023. 

 

Painan,   Januari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


